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ABSTRAK

PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP DISIPLIN KERJA
PEGAWAI DI KANTOR CAMAT MEDAN KOTA, KOTA MEDAN

FERDY JUNAIDI

Judul penelitian ini berjudul Pengaruh pengawasan internal terhadap
disiplin kerja pegawai di Kantor Camat Medan kota, Kota Medan. Rumusan
masalah Adakah Pengaruh pengawasan internal terhadap disiplin kerja pegawai di
kantor Camat, Kecamatan Medan Kota, Seberapa besar pengaruh pengawasan
internal terhadap disiplin kerja pegawai dikantor camat, Kecamatan Medan Kota.
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengukur tingkat pengawasan internal di
Kantor Kecamatan Medan kota, Untuk mengukur tingkat disiplin kerja pegawai di
Kantor Kecamatan Medan kota,Untuk mengetahui dan mengukur pengaruh
pengawasan internal terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Medan
kota. Camat bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap pelaksanaan
pengawasan. Camat melakukan pengawasan terhadap para Kasi. Sedangkan Kasi
mengawasi seluruh pegawai yang berada dalam lingkup seksinya. Kasi-Kasi
tersebut bertanggung jawab kepada Camat.Pengawasan fungsional adalah
pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas. Di Tingkat kota Medan Kota
yang melakukan pengawasan fungsional adalah Inspektorat kota medan.

Kata Kunci :Pengawasan, Disiplin, Kerja
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ABSTRACT

INFLUENCE OF INTERNAL SUPERVISION ON EMPLOYEE WORK
DISCIPLINE IN THE MEDAN DISTRICT CAMAT OFFICE, MEDAN CITY

FERDY JUNAIDI

The title of this research Influence of internal supervision on employee
work discipline in the Medan District Camat office, Medan City. Problem
formulation Is there influence of internal supervision to work discipline of Camat
office employee, Sub District of Medan City, How big influence between internal
supervision to work discipline officer at sub-district office, Medan City Sub-
district. The purpose of this study is To measure the level of internal supervision
at the Medan City Township Office, To measure the level of work discipline of
employees in Medan Township Office, To know and measure the influence of
internal control over employee work discipline in Medan Town District Office.
The Camat shall be fully responsible for the conduct of supervision. Camat to
supervise the Kasi. While Kasi oversees all employees who are in the scope of
sex. Kasi-Kasi is responsible to the Camat of Functional Supervision is
supervision conducted by the supervisory apparatus. In Kota Medan the city that
performs functional supervision is inspektorat medan city.

The key word :Supervision, the discipline work
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang
sangat penting, karena tujuan dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan berhasil
atau tidak tergantung dari faktor manusia yang berperan merencanakan,
melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan. Untuk memperoleh
kemajuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pimpinan perlu menggerakkan
serta memantau pegawainya agar dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang
dimilikinya.Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan diarahkan untuk
meningkatkan mutu kerja pegawai. (Sarwoto, 1981:93)

Pada dasarnya pengawasan berarti pengamatan dan pengukuran sesuatu
kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran dan
standar yang telah ditetapkan sebelumnya.Pengawasan dilakukan dalam usaha
menjamin kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana
dan program kerja yang telah dianalisa, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya
dalam wadah yang disusun.

Pengawasan kerja sangatlah penting dalam setiap pekerjaan baik itu
organisasi kecil maupun organisasi besar. Sebab dengan adanya pengawasan kerja
yang baik maka suatu pekerjaan akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat
menghasilkan hasil kerja yang baik pula. Melalui pengawasan dapat dipantau
berbagai hal yang dapat merugikan organisasi, antara lain: kesalahan-kesalahan
dalam pelaksanaan pekerjaan, kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan,

kelemahan pelaksanaan dan cara kerjanya, rintangan-rintangan yang dialami maupun
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hal-hal lain yang mungkin akan dialami, kegagalan-kegagalan ataupun sukses-sukses
yang dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan.

Suatu pengawasan yang baik harus bersifat mendidik dalam arti mendidik
kearah kerja yang baik dan menjauhkan kemungkinan-kemungkinan penyelewengan.
Pengawasan yang dilaksanakan pimpinan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan,
pengawasan terutama ditujukan agar rencana-rencana dapat dilaksanakan dengan
sebaik- baiknya.

Setiap organisasi perlu memiliki ketentuan yang harus ditaati oleh para
anggotanya.Disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota
organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Pendisiplinan pegawai
adalah suatu bentuk pelatthan yang berusaha memperbaiki dan membentuk
pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai untuk bekerja secara kooperatif dengan
para pegawai yang lain.

Disiplin yang baik tercermin dari besarnya rasa tanggung jawab seseorang
terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Maka peraturan sangat diperlukan untuk
memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib
yang baik di dalam organisasi, sebab kedisiplinan suatu organisasi dikatakan baik
jika sebagian pegawai menaati peraturan-peraturan yang ada.

Untuk lebih mengefektifkan peraturan yang telah dikeluarkan dalam rangka
menegakkan disiplin, perlu adanya teladan pimpinan.Pimpinan mempunyai pengaruh
yang sangat besar dalam menegakkan kedisiplinan, sebab pimpinan merupakan
panutan dan sorotan dari bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik,
berdisiplin baik, jujur, serta sesuai kata dengan perbuatan. Apabila teladan pimpinan

baik, kedisiplinan bawahanpun akan ikut baik. Jadi pimpinan ikut berperan serta
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dalam menciptakan kedisiplinan pegawai, pimpinan harus mampu menggerakkan
dan mengarahkan pegawai karena pimpinan bertanggung jawab terhadap
keberhasilan dan kegagalan pegawai.

Apabila organisasi melaksanakan pengawasan secara baik sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang
yang telah ditentukan, maka dengan sendirinya disiplin kerja pegawai akan baik.
disiplin sejati apabila para pegawai datang ke kantor dengan teratur dan tepat pada
waktunya, apabila mereka berpakaian serba baik pada tempatnya, apabila mereka
menggunakan perlengkapan-perlengkapan dengan hati-hati, apabila mengikuti cara
kerja yang ditentukan oleh kantor atau organisasi dan apabila mereka menyelesaikan
pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
operasional, perlu diterapkan tindakan pengawasan yang rutin dari pimpinan
terhadap pegawainya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik oleh pemerintah,
diperlukan aparat pemerintah yang memiliki mobilitas tinggi untuk berkerja dengan
penuh kesadaran sebagai pelayan masyarakat.

Sebagai bagian Aparatur Negara, Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada
pada posisi yang sangat sentral dan strategis dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Kelancaran penyelenggaraan tugas-
tugas pembangunan selain tergantung pada partisipasi masyarakat, tergantung pula
pada disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). Oleh karena itu sikap disiplin Pegawai
selaku abdi negara dan abdi masyarakat perlu diarahkan dan diberdayakan dengan
baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar, efektif, dan

efisien. Hal ini dimaksudkan supaya pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan
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fungsinya senantiasa patuh dan taat terhadap peraturan dan ketentuan dalam hal ini
disiplin kerja pegawai yang belaku dan melalui kepatuhan/ketaatan tersebut pegawai
diharapkan dapat memberikan pelayanan serta hasil kerja yang baik.

Salah satu bentuk upayan nyata Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan
kedisiplinan tersebut dapat dilihat beberapa waktu lalu pemerintah mencanangkan
Gerakan Disiplin Nasional (GDN). Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya
tertib, budaya kerja dan budaya bersih sebagai bentuk disiplin dan demi tercapainya
kualitas pelayanan yang baik khususnya kepada masyarakat. Disiplin nasional dapat
dipacu secara terpadu, serentak, dan komprehensif untuk mendukung upaya
peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan segenap penyelenggara
negara yang bersendikan kepada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Usaha untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil bukanlah tugas
yang mudah diwujudkan walaupun telah tersedia perangkat aturan yang sistematis
dan jelas. Namun perlu disadari bahwa meskipun peraturan yang telah lengkap dan
baik tidak akan berjalan dengan optimal jika Pegawai Negeri Sipil sebagai pelakunya
tidak bersikap baik. Fenomena tersebut dapat dilihat seperti adanya perilaku Pegawai
Negeri sering absen, seringnya berkeliaran di luar kantor pada jam kerja, Tindakan
demikian menunjukan rendahnya tingkat disiplin kerja pegawai yang kemudian dapat
dilihat juga pada rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Rendahnya tingkat disiplin kerja pegawai sering kali dikeluhkan oleh berbagai pihak
karena menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan yang mereka dapatkan. Salah
satu contohnya pelayanan perizinan misalnya, masyarakat sering kali mengeluhkan

adanya pelayanan yang lambat, pegawainya sering tidak ada ditempat, dan
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cenderung berbelit-belit sehingga menghambat aksesibilitas masyarakat. Rendahnya
kualitas pelayanan tersebut menggambarkan bahwa birokrasi belum efektif dalam
menjalankan fungsi pelayanan, artinya Pegawai Negeri Sipil tidak disiplin.

Kedisiplinan berhubungan dengan kemampuan pegawai menyelesaikan
pekerjaan secara teratur. Keteraturan tersebut dapat dilihat dari prilaku setiap
harinya. Bekerja dengan sungguh-sungguh karena sadar tugasnya merupakan amanah
yang akan dipertanggung jawabkan. Ini berarti kedisiplinan berkenaan dengan
ketaatan sesorang yang secara sadar melaksanakan segala sesuatu yang telah
ditetapkandan adanya motivasi pada pegawai itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat faktor penting yang harus diperhatikan adalah kedisiplinan aparatur
pemerintah sebagai ujung tombak negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
selain itu kedisiplinan pegawai merupakan hal penting dalam menunjang
keberhasilan pembangunan. Akan tetapi, adanya fakta dan keluhan masyarakat yang
menunjukan bahwa tidak semua pegawai negeri sipil yang disiplin.

Rendahnya kedisiplinan yang diperlihatkan pegawai pada  kantor
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan juga dapat dilihat dari daftar hadir pegawai
yang terlihat masih banyak pegawai yang absen ataupun tidak datang tepat waktu.

Kecamatan Medan Kota adalah merupakan salah satu wilayah pemerintah
Kota Medan dimana dalam penyelanggaraan pemerintahan masih terlihat beberapa
kekurangan, khususnya dalam kehadiran pegawai misalnya, bagaimana akan
terwujud pelayanan yang baik aparatur nya saja tidak ada, jangan kan meningkatkan

pelayanan aparatur nya banyak yang tidak masuk. Jadi ini adalah salah satu masalah
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yang harus diperhatikan bagaimana akan memberikan pelayanan yang baik bila

kehadiran pegawainya saja masih banyak yang tidak hadir pada tepat waktu.
Berdasarkan dari latar belakang pemikiran diatas penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul: “ Pengaruh Pengawasan Internal terhadap

Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Camat Medan kota, Kota Medan.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah
dalam penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :
a. Kedisiplinan pegawai negri sipil dikantor Camat Medan Kota belum
memberikan dampak yang maksimal.
b. Pengawasan internal pegawai dikantor Camat, Kecamatan Medan

Kota belum memenuhi standar yang ada.

1.3 Batasan Masalah
Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disiplin kerja Maka
penelitian ini membatasi hanya pada Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap

Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat, Kecamatan Kota Medan.

1.4 Perumusan Masalah
Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki
arah yang jelas dalam mengiterpresrasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi,
maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut :
a. Bagaimana Pengaruh pengawasan internal terhadap disiplin kerja pegawai

kantor Camat, Kecamatan Medan Kota
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b. Seberapa besar pengaruh pengawasan internal terhadap disiplin kerja

pegawai dikantor camat, Kecamatan Medan Kota

1.5 Tujuan & Manfaat Penilitian

1.5.1

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengukur tingkat pengawasan internal di Kantor Kecamatan Medan
kota

Untuk mengukur tingkat disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Medan
kota

Untuk mengetahui dan mengukur peran pengawasan internal terhadap

disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Medan kota

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

Secara Akademis : Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan
dalam bidang sosial politik, khususnya bagi mahasiswa sosial politik studi
Kepemerintahan.

Secara Teoritis : Penelitian ini diharap dapat menambah ilmu pengetahuan
secara teoritis sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat memahami
penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi perguruan tinggi
khususnya dibidang ilmu pemerintahan.

Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan berkenan dengan peran

pengawasan internal.
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2.1.1

BAB 11

LANDASAN TEORITIS

2.1 Birokrasi Pemerintah
Birokrasi Pemerintah dalam Menyelengarakan Pelayanan Publik di

Indonesia.

Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam
menggerakkan organisasi, kerena birokrasi di tata secara formal untuk melahirkan
tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi merupakan sarana dan alat
dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern
dan kompleks, namun masalah yang di hadapi oleh masyarakat tersebut adalah
bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja
demi kepentingan rakyat banyak. Seperti rumusan tipe idealnya birokrasi Max Weber
yang mendefenisikan birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang di tandai oleh
hirarki, spesialisasi peranan dan tingkat kopetens yang tinggi di tunjukan oleh para
pejabat yaang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut (Thomson, 1961:152).

Pelayanan pemerintah pada umumnya di cerminkan pleh kinerja pemerintah.
Apabila saat sekarang masih terjadi ekonomi biaya tinggi dan segala bentuk
inefisiensi di sektor Pemerintah (red tape), hal ini setidak-tidaknya bersumber dari
kinerja birokrasi yang masih belum baik dan memuaskan masyarakat.

Secara konsep menurut Blau (1963), birokrasi adalah organisasi yang di
tunjukan untuk memaksimumkan efisiensi dalam administrasi (Albrow,1989: 96)
yang menurut sayre memiliki ciri ciri: spesialisasi tugas-tugas, hirarki otoritas, badan

perundang undangan, sistem pelaporan, dan personal dengan keterampilan undangan,
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sistem pelaporan, dan personal dengan keterampilan dan peranan khusus (Albrow,
1989: 96). Weber sendiri sebagai pengagagas birokrasi memberikan ciri-ciri yang
lebih rinci hingga disebut sebagai organisasi yang rasional (ideal types), tidak
sekalipun dimaksudkan menciptakan bentuk inefisiensi di dalam organisasi
pemerintahan negara. Dari pemahaman ini birokrasi pemerintah mestinya tidak
menjadi lebih buruk dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, salah satu
kosekkuensinya adalah masyarakat semakin cerdas berkat aksesnya pada pendidikan
formal yang semakin tinggi. Dalam keadaan demikian tuntutan pelayanan kepada
aparatur birokrasi pemerintah semakin menungkat. Peningkatan tuntutan pelayanan
tersebut tidak hanya kerena kebutuhan masyarakat semakin rumit, tetapi juga kerena
meningkatnya kesadaran masyarakat akan memperoleh haknya.

Birokrtasi pemerintah sekarang adalah warisan dari masa Pemerintah
sebelumnya. Sejak Pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan nasional pada
awal 1970-an, birokrasi pemerintah berkembang dengan struktur dan jumlah pegawai
yang membesar. Peran yang dijalan kan pun meluas terlihat umpamanya dengan
kontribusinya yang besar didalam setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan,
penggerakan mesin administrasi pemerintahan, pengendalian dan pelaksanaan
program pembangunan dengan memposisikan diri sebagai agen perubahan. Orientasi
birokrasi boleh dibilang lekat dengan politik pemerintahan, tidak sekalipun tindakan
birokrasi bebas nilai, sehingga sisi profesionalisme di bidang administrasi kerap
sukar dibedakan antara nuansa politik pemerintah atau semata-mata teknis

administrasi.
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Tampaknya pembinaan pemerintah semasa orde baru yang sentralistik cukup
berhasil menjadikan birokrasi sebagai instrumen yang sangat handal, royal,
berdedikasi dan terpecaya untuk menjalankan misi politik pemerintah dari pada
negara damun sayangnya di sisi lain birikrasi tidak lekang dari patologi yaitu
suburnya korupsi.

Sekarang, ditengah iklim politik negara yang telah beruba demokratis terselip
harapan tentang perubahan dalam aktivitas birokrasi. Artinya birokrasi pemerintah
diharapkan lebih optimal memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat sebagai
pihak paling utama yang harus dilayani. Dengan kinerja birokrasi pemerintah yang
masih menampilkan Redtape atau Inefesiensi dalam pelayanan, termasuk masi
terdapat patologi ( korupsi) tampaknya masih ada resistensi dalam sikap dan perilaku
para birokrat (pegawai) dalam memandang tugas dan fungsinya yang telah terpupuk
lama. Pemerintah sudah tentu harus mengubah kondisi ini meskipun disisi lain
perkembangan masyarakat yang semakin keritis dan rasional akan pula mengimbas
pada sikap dan perilaku birokrat (pegawai) karena di situ terselip kontrol eksternal.

Perubahan birokrasi pemerintah umumnya lebih berhubungan dengan politik
pemerintah walaupun secara konseptual perkembangan masyarakat tidak pula
terabaikan dengan kata lain, kondisi kinerja birokrasi pemerintah dengan segala
macam sikap dan perilaku birokratnya tentu tidaklah lepas dari besarnya akses politik
pemerintah disamping pengaruh perkembangan masyarakat dalam membentuk nilai

birokrasi (sinambela,dkk, 2010:70-71).
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2.2 Pengawasan Internal
Pengertian Pengawasan Internal

Pengawasan adalah aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan
terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki
(Ranupandojo, 1990 : 109).

Sedangkan Siagian dalam Silalahi (1992 : 175) mengemukakan pengertian
pengawasan yaitu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan
organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Boynton dkk (2003 : 373) Pengawasan adalah suatu proses yang
dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu
entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan
dengan pencapaian tujuan.

Menurut Nugroho Widjajanto (2001 : 18) Sistem Pengawasan Intern adalah
suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode
dan ukuran yang diterapkan.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pengawasan intern bertujuan
untuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktivitas perusahaan
terhadap kecurangan, pemborosan dan pencurian yang dilakukan oleh pihak di dalam
maupun diluar perusahaan, selain itu pengawasan intern juga harus dapat
memudahkan pelacakan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak, demikian rupa
sehingga memperlancar prosedur audit.

Agar dapat berjalan efektif pengawasan intern memerlukan adanya

pembagian tanggung jawab secara khusus, tujuannya adalah agar setiap karyawan
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dapat mengkonsentrasikan perhatian kepada lingkup tanggung jawabnya masing-

masing sehingga tidak ada suatu fungsi yang tidak tertangani.

2.2.2 Tujuan Pengawasan
Menurut Warren dkk (2005 : 236) Tujuan Pengendalian Intern : Pengendalian
intern memberikan jaminan yang wajar bahwa :

a. Aktivitas dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha. Pengendalian
internal dapat dilindungi aktiva dari pencurian, pengelapan, penyalahgunaan, atau
penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran paling
paling serius terhadap pengendalian internal adalah penggelapan oleh karyawan.

b. Informasi bisnis akurat Informasi bisnis yang akurat dperlukan demi keberhasilan
usaha. Penjagaan aktivitas dan informasi yang akurat sering berjalan seiring.
Sebabnya adalah karena karyawan yang ingin menggelapkan aktivitas juga perlu
menutupi penipuan tersebut dengan menyesuaikan catatan akuntansi.

c. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan Perusahaan harus mematuhi
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta standar pelaporan

keuangan.

2.2.3 Komponen Sistem Pengawasan Internal
Menurut Guy (2002 : 226) Mengidentifikasikan: Lima komponen
pengawasan internal yang saling berhubungan sebagai berikut:
a. Lingkungan pengendalian (Control Environment)
Menentukan kualitas entitas dengan mempengaruhi kesadaran akan
pengendalian dari orang-orang disekitarnya. Lingkungan pengendalian

merefleksikan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan dewan direksi,
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manajemen, karyawan serta pihak-pihak lainnya mengenai pentingnya
pengendalian tersebut dan penekanan yang diberikannya dalam sebuah entitas

b. Penilaian resiko (risk assessment)
Semua entitas besar atau kecil, berorientasi pada laba maupun nirlaba, jasa
atau manufaktur akan menghadapi resiko. Banyak dari resiko-resiko tersebut,
jika tidak diantisipasi, dapat menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan
entitas,

c. Aktivitas pengendalian (Control Activities)
Kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk
mengantisipasi resiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya,

d. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)
komponen ini terdiri dari sistem informasi yang digunakan untuk
menghasilkan informasi keuangan dan bagaimana mengkomunikasikan
informasi tersebut. Sistem informasi pelaporan keuangan yang mencakup
sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang ditetapkan untuk
mengidentifikasi, menyatakan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan
melaporkan transaksi entitas serta untuk mempertahankan akuntabilitas aktiva
dan kewajiban yang berkaitan.

e. Pemantauan (Monitoring)
Pemantauan (Monitoring), proses penilaian kualitas disiplin kerja

pengendalian internal dari waktu ke waktu.
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2.3 Disiplin Kerja
2.3.1 Pengertian Disiplin Kerja

Disiplin kerja sangat penting bagi karyawan yang bersangkutan maupun bagi
organisasi karena disiplin kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.
Oleh karena itu, karyawan merupakan motor penggerak utama dalam organisasi.
Disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab sesorang
terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Menurut Sutrisno (2009, hal.86) menyatakan “Disiplin menunjukkan suatu
kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan
ketepatan perusahaan”.

Selanjutnya, menurut Irham Fahmi (2013, hal.42) menyatakan bahwa
“Disiplin adalah sebuah proses digunakan untuk menghadapi permasalahan disiplin
kerja”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja
adalah suatu keadaan dimana keadaan seseorang atau sekelompok orang yang
tergabung dalam organisasi tersebut berkehendak mematuhi dan menjalankan
peraturan-peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis dengan
dilandasi kesadaran dan keinsyafan akan tercapainya suatu kondisi antara keinginan
dan kenyataan dan diharapkan agar para karyawan memiliki sikap disiplin yang
tinggi dalam bekerja sehingga produktivitasnya meningkat.

Disiplin kerja yang tinggi merupakan harapan bagi setiap pimpinan kepada
bawahan, karena itu sangatlah perlu bila disiplin mendapat penanganan intensif dari
semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari suatu

organisasi dan juga pemimpin mempunyai pengaruh langsung atas sikap kebiasaan
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yang diperoleh karyawan. Kebiasaan itu ditentukan oleh pimpinan, baik dengan
iklim atau suasana pengawasan internal maupun melalui contoh diri pribadi.Oleh
karena itu, untuk mendapatkan disiplin yang baik, maka pimpinan harus memberikan

pengawasan internal yang baik pula.

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin kerja
Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi disiplin kerja berasal dari dua
faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Fadilla Helmi (2006, hal.37)
merumuskan factor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menjadi dua faktor,
yaitu faktor kepribadian dan faktor lingkungan.
a. Faktor Kepribadian
Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah system nilai yang
dianut.Sistem nilai yang dianut ini berkaitan langsung dengan disiplin.
System nilai akan terlihat dari sikap seseorang, dimana sikap ini diharapkan
akan tersermin dlaam perilaku.
b. Faktor Lingkungan
Disiplin seseorang merupakan produk sosialisasi hasil interaksi dengan
lingkungan, terutama lingkungan sosial. Oleh karena itu pembentukan
disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar. Disiplin kerja yang tinggi
tidak muncul begitu saja tapi merupakan suatu proses belajar terus-
menerus.Proses pembelajaran agar efektif maka pemimpin yang merupakan
agen pengubah perlu memperhatikan prinsip-prinsip konsisisten adil bersikap

positif dan terbuka.
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2.3.3 Indikator Disiplin Kerja
Menurut Hasibuan (2006, hal.194) menyatakan bahwa ”indikator dari disiplin
kerja adalah:

1. Tujuan dan Kemampuan
Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan.
Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup
menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan
(pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan
kemampuan karyawan bersangkutan, agar karyawan bekerja dengan
sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.

2. Teladanan Pimpinan
Teladanan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan
karyawan karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para
bawahannya.Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin baik,
jujur, adil serta sesuai kata dengan perbuatannya. Dengan keteladanan
pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik.

3. Balas Jasa
Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan
karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan
terhadap organisasi atau pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik
terhadap kedisiplinan karyawan yang baik, organisasi harus memberikan
balas jasa yang relatif besar. Berperan Kedisiplinan karyawan tidak mungkin
baik apabila balas jasa yang karyawan terima kurang memuaskan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga
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4. Keadilan
Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego
dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan
sama denganmanusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan
dalam memberikan balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang
terciptannya kedisiplinan karyawan yang baik.

5. Waskat
Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam
mewujudkan kedisiplinan karyawan organisasi.Dengan pengawasan melekat
berarti atasan langsung harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral,
sikap, gairah kerja, dan Disiplin kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan
harus selalu hadir ditempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan
petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam
menyelasaikan tugasnya.Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral
kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan,
pengarahan, petunjuk, dan pengawasan dari atasannya. Dengan waskat,
atasan secara langsung dapat mengetahui kemampuan dan kedisiplinan setiap
individu bawahannya, Jadi waskat menuntut adanya kebersamaan aktif antara
pimpinan dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi.

6. Sanksi Hukuman
Sanksi hukuman berperan penting dalam memeihara kedisiplinan karyawan.
Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, karyawan akan semakin takut

melanggar peraturan-peraturan organisasi, sikap, dan prilaku indisipliner

UNIVERSITAS MEDAN AREA



18

karyawan akan berkurang. Berat/ringan saksi hukuman yang akan diterapkan
ikut mempengaruhi baik buruknya kedisiplinan karyawan.

7. Ketegasan
Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi
kedisiplinan karyawan. Pimpinan harus berani dan tegas untuk menghukum
setiap karyawan yang indispliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah
ditetapkan.pimpinan yang berani bertindak tegas menerapkan hukuman bagi

karyawan nya.

2.4 Hubungan Pengawasan Internal Terhadap Disiplin Kerja

Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan, suatu organisasi
bagaimanapun bentuk dan bergerak di bidang apapun sudah pasti mempunyai suatu
tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut banyak sekali usaha yang dilakukan,
tenaga, waktu dan dana. Agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien maka
diperlukan pengawasan.

Pengawasan dimaksudkan agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha unit-unit
pemerintahan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna ynag
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana atau program, pembagian
dan pendelegasian tugas, rumusan kerja, pedoman pelaksanaan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Namun sudah menjadi tabiat manusia bahwa
mereka selalu ingin bebas lepas tanpa terikat oleh peraturan apapun juga. Demikian
pula halnya dalam pekerjaan, para pegawai cenderung ingin bebas dari segala ikatan
atau peraturan yang ada. Dalam keadaan inilah maka selalu diperlukan pengawasan

dalam artian pengawas yang berfungsi sebagai pendidik dan pengarah terhadap
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proses pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya pengawasan seperti demikian maka
sedikit banyaknya akan terbiasa melaksanakan pendisiplinan.

Untuk melihat lebih lanjut hubungan pengawasan dengan disiplin, kita dapat
melihat pendapat Suwardi (1992:30) yang menyatakan pengawasan yang efektif
menuntut tingkat pengawasan internal yang tertinggi, meliputi pembentukan moral,
mengembangkan kerjasama, kemampuan menanamkan disiplin dan mengenai sifat-
sifat manusia. Berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa untuk
menegakan disiplin kerja maka pengawasan sangatlah diperlukan. Karena adanya
pengawasan maka para pegawai diharapkan akan dapat berbuat dan bertingkah laku
sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi, yang pada akhirnya akan menetukan

pencapaian tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

2.5 Teori Kepegawaian
Pengertian Kepegawaian Menurut Para Ahli untuk memantapkan pandangan
dan pengertian lebih luas mengenai manajemen kepegawaian, akan diberi beberapa
definisi menurut pendapat para ahli yaitu :
e Edwin B.Flippo
Dalam  bukunya Personel Management, mengatakan: “Personal
Management is the planning, organizing directing and controlling of the
procurement, development, competation, integration, maintenance, and separation of
human resources to the and that individual, organizational, and socieatal objectives
are accomlished”.(1988:1.6). (Manajemen Personalia adalah perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan,
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian karyawan, dengan

maksud terwujudnya tujuan perusahaan individu, karyawan dan masyarakat).
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e Dale yoder
Personal management is the provision of leadershif and direction ofpeople in
their working or amployment relationshif.(1990:11). (Manajemen Personalia adalah
penyediaan kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau
hubungan kerja mereka).
e Andrew f.Sikula
Personel administration is the implementation of human resources (man
power) by and withim and enterprise.(1990:11). (Administrasi Kepegawaian adalah

penempatan orang-orang kedalam suatu perusahaan).

2.5.1 Fungsi Kepegawaian

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu perusahaan.Setiap
pegawai pada hakikatnya melakukan dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi
manajerial, dimana kegiatan-kegiatan dilakukan dengan pekerjaan pikiran atau
menggunakan pikiran (mental); kedua, fungsi operatif (teknis), dimana kegiatan-
kegiatan dilakukan dengan fisik.

Kemudian Edwin B.Flippo, dalam bukunya “personel management”
mengatakan bahwa fungsi manajemen kepegawaian adalah sebagai berikut:
a. Fungsi Manajerial

1) Perencanaan

Manajer yang berhasil akan mengerti dan mencurahkan waktunya untuk
perencanaan. Perencanaan adalah proses penentuan tindakan untuk mencapai tujuan.
Sebelum tujuan akhir perusahaan ditentukan, informasi, khususnya informasi
mengenai kepegawaian harus lengkap. Kelengkapan informasi mengenai

kepegawaian itu datangnya dari manajer kepegawaian.
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2) Pengorganisasian
Sesudah dilakukan perencanaan, tindakan selanjutnya adalah membentuk
organisasi untuk melaksanakan tujuan yang telah ditentukan untuk dicapai.Dalam
pengorganisasian ini, dibentuk struktur organisasi dan dalam struktur organisasi ini
nantinya ditunjukan bagaimana hubungan antara satu unit dengan unit yang lainnya.
3) Pengarahan
Sesudah diadakan pengorganisasian, maka tahap selanjutnya adalah
mengadakan pengarahan.Pengarahan berarti memberi petunjuk dan mengajak para
pegawai agar mereka berkemauan secara sadar untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan yang telah ditentukan perusahaan.
4) Pengendalian
Setelah dilakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, maka
fungsi manajerial yang terakhir dari pimpinan kepegawaian adalah fungsi
pengendalian.Pengendalian berarti melihat, mengamati dan menilai tindakan atau
pekerjaan pegawai, apakah mereka benar-benar melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan rencana.perlu dibandingkan hasil yang dicapai pegawai dengan hasil target
direncanakan.
b. Fungsi Operatif Atau Fungsi Teknis
1) Pengadaan
EdwinB. Flippo, dalam bukunya “personnel management” mengatakan:
“This first operative function of personnel management is concerned with the
obtaining of the proper kind and number of personnel necessary of

accomplish organization goals”.(198:1.6).
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Jadi fungsi operasional manajemen kepegawaian yang pertama adalah
memperoleh jumlah dan jenis pegawai yang tepat untuk mencapai tujuan
organisasi, fungsi ini terutama berkaitan dengan penentuan kebutuhan
pegawai dan penarikannya, seleksi dan penempatannya.Penentuan kebutuhan
pegawai menyangkut mutu dan jumlah pegawai. Sedangkan seleksi dan
penempatan menyangkut masalah memilih dan menarik pegawai,
pembahasan formulir-formulir surat lamaran, mengadakan test psikologis dan
wawancara.
2) Pengembangan
sesudah pegawai diterima, kemudian pegawai perlu dibina dan
dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan tujuan untuk
meningkatkan ketermpilan melalui latihan yang diperlukan untuk dapat
menjalankan pekerjaanya dengan baik.Kegiatan ini dianggap semakin penting
untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan, dan semakin rumitnya tugas-
tugas para manajer.Latihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai ini
disebut “penataran”.
3) Kompensasi(compensation)

Fungsi kompensasi sangat besar bagi pegawai. Kompensasi adalah sebagai
pemberian penghargaan kepada pegawai sesuai dengan sumbangan mereka
untuk mencapai tujuan organisasi. Kompensasi ini biasanya diterima pegawai
dalam bentuk uang yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain selam

sebulan.
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4) Integrasi (integration)
Walaupun sudah diterima pegawai, sudah mengembangkannya dan sudah
memberi kompensasi yang memadai, perusahaan masih mengalami masalah
yang sulit, yaitu: “integrasi”. Integrasi adalah penyesuaian sikap-sikap,
keinginan pegawai dengan keinginan perusahaan dan masyarakat.

5) Pemeliharaan (maintenance)
Pemeliharaan berarti berusaha untuk mempertahankan dan menigkatkan
kondisi yang telah ada.Apa yang sudah diterima dan pernah dinikmati
pegawai hendaknya tetap dipertahankan

6) Pensiun (separation)
Fungsi terakhir dari manajemen kepegawaian adalah fungsi separation.
Fungsi pensiun berhubungan dengan pegawai yang sudah lama kerja pada
perusahaan. Fungsi utama manajemen kepegawaian adalah menjamin

pegawai-pegawai ini akan pensiun.

2.5.2 Peraturan Perundang-Undangan No 53 Tahun 2010
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila
tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan

PNS Daerah.
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3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang
tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin
PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang
tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa
keberatan atau banding administratif.

7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang
tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh
PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang

menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

2.6 Defenisi Struktur Pengawasan
2.6.1 Pengertian Pengawasan Internal
Pengawasan intern merupakan kebijakan dari prosedur spesifikasi yang

dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa
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sasaran dan tujuan penting bagi manajemen perusahaan dapat dipenuhi. Mulyadi
(2001:165) memberikan defenisi terhadap pengawasan intern sebagi berikut
Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang
dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek
ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong
dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Dari defenisi ini dapat diketahui bahwa pengawasan intern tidak terbatas
hanya pada rencana organisasi, namun juga prosedur dan catatan yang berkaitan
denan proses keputusan yang mengarah kepada otorisasi manajemen yang secara
langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengertian diatas secara garis besar mengelompokkan metode dan tujuan-
tujuan struktur pengawasan intern menjadi dua bagian besar.Tujuan pertama
merupakan tujuan dari salah satu bagian pengawasan intern, yang sering disebut
pengawasan intern akuntansi, yaitu menjaga kekayaan organisasi serta mengecek
ketelitian dan keandalan data akuntansi.Sedangkan tujuan kedua adalah bagian dari
pengawasan intern lainnya yang dikenal dengan pengawasan internadministrasi,
yaitu memajukan efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengertian Pengawasan Intern menurut Standar Profesional Akuntan Publik
(2001:SA 319.2 Part 06) disebutkan : “Pengawasan Intern merupakan suatu proses
yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang
didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan
tujuan yaitu:

(a) keandalan pelaporan keuangan,

(b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan
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(c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku “. Sesuai pendapat Ikatan

Akuntan Indonesia dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (2001:SA

seksi 319.2 part 07) dinyatakan bahwa pengendalian intern terdiri dari 5

komponen yang saling terkait yaitu :

a.

2.6.2

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi
kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian
merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan
disiplin dan struktur.

Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang
relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk
menentukan bagaimana risikoharus dikelola.

Aktivas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu
menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan
pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan
orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian
intern sepanjang waktu.

Unsur-Unsur Pengawasan Internal

Dalam konsep dan pengertian pengawasan intern yang baru atau menurut

M.Guy (2002:226), terdapat lima unsur pengawasan intern. Kelima unsur

pengawasan intern tersebut yaitu:

a.

b.

Lingkungan pengawasan (Contol Environment)

Penilaian resiko (Risk Assessment)
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c. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)

d. Aktivitas Pengawasan (Control Activities)

e. Pemantauan (Monitoring) Kelima unsur tersebut dapat diterapkan dengan
tingkat formalitas dan spesifikasi implementasi yang berbeda berdasarkan
pertimbangan logis dan praktis, tergantung jenis dan ukuran perusahaan.

a. Lingkungan Pengawasan (Control Environment)

Lingkungan pengawasan terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang
mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak dan pemilik perusahaan
terhadap pengawasan intern perusahaan.Lingkungan pengawasan merupakan
kombinasi pengaruh dari berbagai faktor yang membentuk, memperkuat atau
memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu didalam perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pengawasan yaitu, M. Guy

(2002:229):

e Integritas dan nilai-nilai etis

e Komitmen terhadap kompetensi

e Partisipasi dewan direksi dan komite audit

e (aya operasi dan filosofi manajemen

e Struktur organisasi

e Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

e Kebijakan dan praktik sumber daya manusia dan aplikasinya

e Pengendalian organisasi dan operasional yang efektif tergantung pada sikap
pimpinan perusahaan. Jika pimpinan merasa bahwa pengawasan intern bukan
dan tidak mendapat perhatian yang berarti, maka pengawasan intern tersebut

tidak akan tercapai.
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b. Penilaian Resiko (Risk Assessment)
Penilaian resiko adalah identifikasi, analisis dan manajemen resiko entitas
memperhatikan keadaan serta kejadian internal dan eksternal yang dapat
sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mencatat, memproses dan
melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam
laporan keuangan , contoh-contoh resiko seperti itu adalah sistem informasi
yang baru atau diperbaiki, teknologi baru dan operasi luar negeri yang baru.

c. Informasi dan Komunikasi (Information and Comunication)
Sistim Informasi Pelaporan Keuangan, yang mencakup sistim akuntansi,
terdiri dari metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi,
menyatukan, menganalisis, mengklarifikasi, mencatat dan melaporkan
transaksi entitas (kejadian dan kondisi) serta untuk mempertahankan
akuntabilitas atas aktiva dan kewajiban yang berkaitan.

d. Aktivitas Pengawasan (Control Activities)
Aktivitas pengawasan merupakan kebijakan dan prosedur yang diciptakan
untuk mencapai tujuan perusahaan selain dari sistim akuntansi dan unsur-
unsur lingkungan pengawasan.bahwa pengawasan intern mengalami suatu hal
yang penting bagi manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.
Dengan adanya pengawasan intern, maka tujuan perusahaan dapat
dilaksanakan dengan cepat.

e. Pemantauan (Monitoring)
Pemantauan merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk membantu
menjamin bahwa arahan manajemen telah dijalankan dengan tepat dan benar.

Ada banyak pemantauan potensial yang bias digunakan oleh perusahaan.
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Untuk mencapai tujuan pengawasan intern, sistem akuntansi harus berfungsi
secara efektif sampai kepada pelaporan dan penggunaan sumber daya yang ada.Pada
intinya konsep pengawasan intern didasarkan atas dua premis utama, yaitu
tanggungjawab manajemen dan jaminan yang memadai.

e Teori Terkait Tentang Pengawasan

a. Teori Pengawasan Menurut Syafiie (1998;60) adalah Proses Pengamatan
pelaksanaan kegiatan Organisasi untuk menjamin agar semua pekerja yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

b. Pengawasan adalah Proses Mengikuti Perkembangan kegiatan untuk
menjamin jalannya pekerjaan dengan demikian, dapat selesai secara
sempurnah sebagai mana direncanakan sebelumnya dengan pengkoreksian
beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

c. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart,
apa yang sedang dilakukan yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu
melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan yang
diharapkan.

e Teori Evaluasi

a. Menurut Charles. Jones dalam Aprilia (2009) evaluasi adalah kegiatan yang
dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula
membantu menyempurnakan pelaksanaan kebijakan beserta
perkembangannya, evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu
program sudah sesuai dengan tujuan utama yang selanjutnya kegiatan

evaluasi tersebut dapat menjadi pola ukur apakah suatu kebijakan atau
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kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan

kegiatannya.

Menurut PP No.39 tahun 2006

: evaluasi adalah rangkaian kegiatan

pembandingkan realisasi, masukan (input), keluar (output), dan hasil (outcame).

2.6.3 Penelitian Terdahulu.

Beberapa penelitian tentang Peran Pengawasan Internal pernah dilakukan

oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun

perbedaan dan ada juga beberapa kesamaan.

perbendingan peneliti yaitu:

Tabel 1. Jurnal Penelitian Terdahulu

dari beberapa penelitian tersebut

Beberapa penelitian sebagai dasar

N | Nama Judul Lokasi Metode Hasil Penelitian
O | Penelitian | Penelitian Penelitian | Penelitian
1. | Muhammd | Peranan Kantor Historis, Dalam rangka
Hidayat Pengawasan sekertariat | deskriptif meningkatkan kemampuan
(Tahun dalam daerah dan administrasi pembangunan
2013) Meningkatkan | kota binjai | kuantitatif | sekertariat daerah kota
kinerja binjai kepala bagian harus
Pegawai di berupaya  meningkatkan
bagian kemampuan aparaturnya
administrasi dengan mengikut sertakan
pembangunan dalam kursus-kursus
sekertariat penataran(1).
daerah  kota Pengawasan menjadi
binjai sangat penting dalam
kegiatan pelayanan kepada
masyarakat karena dengan
adanya pengawasan maka
efektifitas kerja pelayanan
kepada masyarakat dapat
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ditingkatkan (2)

2. | Pebri Pengaruh Kantor Metode Keadaan disiplin kerja
Sakinah disiplin kerja | kesatuan | pendekatan | kantor kesatuan bangsa
Siregar terhadap bangsa kuantitatif | dan politik kab.padang
(Tahun kinerja dan politik | di dukung lawas berada pada katagori
2012) pegawai kabupaten | oleh data sangat baik yaakni dengan

dikantor padang kualitatif persentase sebesar

kesatuan lawas 82,81% .(1)

bangsa dan Sedangkan keadaan

politik di kinerja pegawai kantor

kabupaten kesatuan  bangsa  dan

padang lawas politik kab. Padang lawas
berada pada katagori baik
yakni dengan persentasi
sebesar 78,90% .(2)

3. | Wira Peran camat Kantor Metode Secara umum pelaksanaan
yusniawati | dalam camat kualitatif pengawasan yang telah
sarumaha | pengawasan medan dilaksanakan oleh camat
(Tahun kinerja denai kota medan denai dapat
2012) pegawai medan dikatagorikan baik, dilihat

dikantor camat dari indikator-indikator

medan denai dan pengawasan yang

kota medan dilakukan oleh  camat
selaku pimpinan
kecamatan dimana
indicator pengawasan yang
dipergunakan adalah
pemantauan pemeriksaan
dan evaluasi.
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2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ilmiah, kerangka pemikiran sangat di butuhkan dalam
penelitian, sebab kerangka pemikiran dapat dijadikan landasan berpikir secara logis
dan efektif. Kerena itulah kerangka pemikiran mutlak di perlakuan dalam suatu
penelitian.

kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang
berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan di teliti.
Kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan empiris (termasuk ilmu politik dan
ilmu pemerintahan), teori mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi
yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud
dengan menjelaskan dan menjelaskan kedua-duanya (plano,2010: 266). Teori ini
juga mempuyai fungsi, yaitu:

a. kerangka pemikiran merupakan suatu alat untuk mencapai satuan
pengetahuan yang sistematis
b. kerangka pemikiran membimbing peneliti

Pengawasan internal terhadap disiplin kerja pegawai Kantor Camat,
Kecamatan Medan Kota yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengawasan internal
di kantor Kecamatan Medan Kota, untuk mengukur tingkat disiplin kerja pegawai
dikantor Camat Kecamatan Medan Kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No.53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dalam pengembangan teori, maka konsep
yang dapat digambarkan akan disusun dalam sebuah model teoritis yaitu sebagai

berikut :
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PP No. 53 Tahun 2010

JLl

Stakeholder

CAMAT
SEKCAM

STAF /PEGAWALI

1l

Nara Sumber

CAMAT
SEKCAM
PEGAWALI

Pengaruh pengawasan

Pengawasan yang
dilakukan di Kantor
Camat Medan Kota
adalah salah satu cara
untuk meningkatkan
kualitas kinerja pegawai
dalam menjalan kan
suatu birokrasi yang
sesuai dengan standart
oprasional prosedur (sop)
serta memberikan
pelayanaan yang baik
kepada masyarakat.

Sumber : Abdul Kadir dan diolah Sendiri
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Langkah

pengawasan

e Menentukan
standart dan
metode
pegukuran
kegiatan

e Mengukur
|:> kegiatan
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dilakukan
e Melakukan

tindakan

koreksi
Meningkatkan
kinerja
pegawai
Kecamatan

Medan kota,
Kota Medan




BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode
penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian
studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi Kasus adalah kumpulan dari semua
bahan — bahan (informasi-informasi) yang berguna dari seseorang yang ditulis
sedemikian rupa sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas tentang latar
belakang dan keadaan seseorang pada waktu ini yang merupakan dasar untuk
penyelidikan selanjutnya terhadap kasus tersebut (Hariwoerjanto, 1987:106).

Menurut Moleong (2005:5), metode penelitian kualitatif merupakan prosedur
penelitian yang merupakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari
orang dan prilaku yang diamati. Dengan metode studi kasus yang dilakukan dengan
pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang,
”Peran Pengawasan Internal terhadap Disiplin Kerja Pegawai Kantor Camat,
Kecamatan Medan Kota’ sehingga diupayakan dapat menjelaskan pokok — pokok
permasalahan yang akan diteliti didalam penelitian ini berdasarkan data dan
informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian.

Menurut Lincoln dan Guba dalam (Burhan Bungin, 2003;59) ada 4 standart
atau Kreteria Utama guna Menjamin keabsahan hasil Penelitian Kualitatif yaitu :

a. Standart Kredibilitas
Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi

sesuai dengan fakta dilapangan.
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b. Standart Transferabilitas
Merupakan kenyataan Empirik yang tidak dapat dijawab oleh Peneliti itu
sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh Pembaca laporan Penelitian.

c. Standart depandalitas
Adanya pengecekan atau penilaian akan ketetapan Peneliti dalam
Mengkonseptualisasikan apa yang diteliti.

d. Standart konfirmabilitas
Lebih terfokus kepada audit (pemeriksaan) kualitas dan kepastian hasil

penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di kantor camat, kecamatan

Medan Kota, Kota Medan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data Primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau
pada saat penelitian melakukan penelitian (sugiono, 2014;156).

Data Primer ini didapat dari Kepala Kantor Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan.

Data Skunder adalah data yang secara tidak langsung dia,mbil dari objek
penelitian berupa catatan arsip ataupun laporan dari objek penelitian (sugiono,
2014;156).

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan agar sesuai dengan apa yang
diharapkan maka Peneliti menggunakan :

a) Penelitian Dokumentasi(Docprumentary Researcy)
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Dukumen merupakan catatan Pristiwa yang sudah berlalu dan berbentuk
tulisan gambar atau karya-karya Monumental dari seseorang.
b) Penelitian Lapangan (Field Research)
Dalam penelitian Lapangan ini guna Memperoleh data atau informasi penulis
langsung terjun kelapangan dengan pokok permasalahan dan mengadakan :
1. Wawancara mendalam
Metode wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara
dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan
pedoman (guide) wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat
berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan sampai
mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah penelitian.
Pada penelitian kali ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam
kepada informan mengenai disiplin kerja pegawai kantor camat, kecamatan medan
kota.
Menurut Hendrarso dalam (suryanto,2005;171-172) informan peneliti dibagi
3 macam yaitu :
a) Infoman Kunci (key informan) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki
berbagai informasi Pokok dan diperlukan dalam penelitian.
Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat
Medan Kota.
b) Informan Utama yaitu mereka yang dapat memberikan informasi yaitu

mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti.
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Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Sekretaris
Camat Medan Kota.
¢) Informan Tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi
walaupun tidak langsung terlibat dalam interksi social yang sedang diteliti.
Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil
Kantor Camat Medan Kota.
2. Observasi
Metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang
menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung.
Peneliti akan melihat langkah-langkah yang lebih mendalam tentang peran
pengawasan internal terhadap disiplin kerja pegawai kantor camat, kecamatan kota

medan.

3.4 Analisis Data

Analisi data adalah Proses Mencari dan Menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara
Mengorganisasikan data kedalam katagori, Menjabarkan kedalam Unit-unit
Melakukan sintesa, Menyusun kedalam Pola, Memilih yang mana yang Penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri maupun orang lain (sugiono;244).

Dalam Pengambilan analisis data Peneliti menggunakan dua cara yaitu :

a) analisis sebelum dilapangan
analisis data ini merupakan data sekunder, yang digunakan untuk menentukan

focus penelitian yang bersifat sementara.
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b) Analisis Data di Lapangan
Analisi data di lapangan merupakan sebuah bukti nyata dari seseorang

peneliti yang telah dilakukan saat meneliti pada priode tertentu.
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